SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 05 TAHUN 2003 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
(PT) BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SYARIAH SITUBONDO

Menimbang

Mengingat

o

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa dalam rangka pengembangan PT. Bank Perkreditan Rakyat
Syariah (PT. BPRS) Situbondo dan untuk meningkatkan pertumbuhan
perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
masyarakat luas perlu diberi kesempatan untuk dapat ikut serta dalam
memperkuat struktur permodalan perusahaan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
konsideran ini, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan
Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 9)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472 )
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
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13.

14.
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16.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389 ) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400) ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548) ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714) ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4756) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah
Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1972
Nomor 38);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1992 tentang
Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3842) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi
Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842) ;

Peraturan Pemerintan Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578) ;



Menetapkan

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4738) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2003 tentang
Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003
Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Nomor 07) ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003
Seri E Nomor 2) ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri A Nomor 1).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

Dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2003 TENTANG
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PERKREDITAN
RAKYAT (BPR) SYARIAH SITUBONDO.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pendirian Perseroan Terbatas (PT) bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah
Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003, Seri E
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08),
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 ayat (2) berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 15

(2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah yang
selanjutnya ditetapkan dalam RUPS.



2. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah, sehingga pasal 16 ayat (3) berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 16
(3) Modal disetor milik Pemerintah Kabupaten Situbondo sekurang-

kurangnya sebesar 60 % (Enam Puluh Persen) dari seluruh nilai
nominal saham PT BPR Syariah.

Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 5 Desember 2007

BUPATI SITUBONDO,
ttd

dr. H. ISMUNARSO
Diundangkan di Situbondo

pada tanggal 5 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd
Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M,Si.

Pembina Tingkat 1
NIP. 010 104 956

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2007 NOMOR

o Bepribina (1V/a)
L7 519831221 200604 2 009
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 05 TAHUN 2003 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
(PT) BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

SYARIAH SITUBONDO

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah diperlukan kelengkapan-kelengkapan
agar Otonomi Daerah dapat berjalan sesuai tujuannya, yaitu meningkatkan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat.

Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang membantu
pertumbuhan perekonomian masyarakat dan pembangunan Daerah yang juga berfungsi
sebagai sarana penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 serta
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah memberikan peluang
untuk mendirikan Bank Syariah.

Memperhatikan masyarakat Kabupaten Situbondo yang sebagian besar beragama
Islam dan mereka juga membutuhkan jasa perbankan dalam kehidupannya namun belum
terlayani oleh Bank yang bersistem konvensional, maka Bank dengan sistem Syariah, yaitu
mendasarkan usahanya pada Al-Qur’an dan Al-Hadist dinilai sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.

Bahwa guna meningkatkan perekonomian masyarakat, perlu adanya pemberdayaan
peran serta masyarakat dalam penyertaan modal di BPR Syariah. Dengan demikian,
masyarakat perlu diberi kesempatan lebih untuk dapat berperan lebih didalamnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian
Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah kurang mampu
mengakomodasi peran serta masyarakat dalam penyertaan modal dimaksud sehingga perlu
dilakukan perubahan.

Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 2 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR



